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ABSTRAK
{Mike Puspita Sari, 02140070, Fakultas Hukom, 63 halaman, 2006)

Dhidalam kehidupannya manusia mempunyai beraneka mgam kebuluhan, untuk
memenuhi  kebutuhan tersebut manusia melakukan  vsaha-usaha vang  dapat
memngkatkan taraf hidupnya. Usaha-saha vang dilakukan itupun sifatmya terbatas,
Karena  keterbatasan  usaha  tersebut eniuk memenuvhi kebotuhan  dan
keinginannya, mercka menempuh cara vang lebih efektif, vaitu dengan berusaha
memperoleh bantuan permodalan dan bank dalam bentuk kredit. Untuk menarik
nasabah yang lebih banyak bank mengembangkan usahanya dengan memberikan
kredit dengan jaminan SK khususnya kepada Pegawai Megeri Sipil.

Perumusan Masalah yang dibahas adalah mengenai proses pemberian kredis dan
besarannya kepada Pegawai Negen Sipil oleh PT, Bank Negara Indonesia
{persero)-Thk Cabang Padang. bagaimana tangsung jawab pihak kKelipa schagai
penjamin dalam pemberian kredit dan bagaimana akibat hukumnya jika debitue
mielakukan wanprestasi,

Pendekatan  masalah  vang  digunakan  adalah  yuridis  =osiologis, teknik
pengumpulan datanya adalah studi lapangan dengan wawancara dan shwli
dokumen sera studi kepustakaan.

Proses pembenan kredit dengan jaminan 5K Pepawal Megen Sipil oleh Bank
Mepara Indonesia Cabang Padang diawali dengan pengisian formulir permohonan
kredit oleh calon debitur, vang kemudian bank akan memverifikasi apakah
permohonan kredit tersebut diterima atau tidak, Jika permohonan tersebut
diterima maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kredit dan
pencairan dana. Pihak ketiga, yakni bendaharawan paji pada instansi dimana
debitur - bekerja mempunyai  peranan  vang  sanpgat  penting,  Pihak  ketips
bertangpung jawab untuk mengumpulkan angsuran kredit dan memotong paji per
bulan pegawainya, melapor kepada kreditur jika debitur dimutasi, diPHK, ataupun
mennppal duma, Apabila debitor melakukan wanprestasi maka kreditur akan
mengirimkan  surat teguran, somasi dian penagiban-penagiban. Penagihan ind
dilakukan terus meneras hingga debitur melunasi utangnya tanpa batas swaktu
lertentu,
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A, Latarbelakang Masalah

[ndonesia sebapal negara yang berkembang saot ini sedang giat melakukan
pembangunan disepala bidang. Salah satu bidang vang menjadi sasaran babkan
ik tolak  pembangunan nasional adalah pembangunan bidang  ckanomi,
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewwjedkan masyerakat vang adil dan
makmur yang merata spiritual dan materil berdasarkan pancasila, Makmur dising
bukan hanya untuk polongen tertentu saja. akan fetapi makmur yang discriai
keadilan vang berupa pemerstaan dari kemakmuran yang telah dicapai,

Duma perbankan yang akhirakhir ini mengalami perkembangan vang
sangal pesal turut juga berpartisipasi dalam pemeratazn, antara lain dengan
memhberikan kredit-kredit kepada debitue, baik dalam jumlah vang besar maupun
dalam jumlah vanp kecil, schingea smn ini kebanyakon masvarakal Indoncsia
wwlah  mengenal  lembaga  perbankan  schagai  salsh sty lembaga  yanp
berkecimpung dalam lalu limas peredaran vang (moneter), Karena memang funpsi
dari bank itu sendirf, dimana hank adalah suats badan usaha vang menghimpun
dima dari masvarakal dan menyalurkannya kepada masvarakat dalam rangka
meningkatkan tasal hidup rakyat banvak.'

[alam kehidupannya manusia mempunyvai berancka ragam kebutuhan dan
adanya suatu kegiatan untuk meningkatkan Laral hidupnya. Kita menvadari bahwa

seliap manusia mempunyai kemampusn vang terbalas dsam OCrUSanL. i,

"Widbarerie, Sk ot Ketentane Perbankan o Brctorminadian, P Pustaben Ultome Grlidi.
Takirta, 1903, hal 20%

N A b T il 0 W R
f 0 = A _'.:'.1‘:_\-:':' ].l':l'l..l'lil'-'"'..'l
s i o= |

Pl sl lalnd




memenuhi kehutuban dan keinginanyva terschut, mereka menempub cara vang
lebih efektif. yaitu dengan herusaha mempercleh hantuan permodalan pada Bank
dalam benluk pembernian kredit. dimana pengertian kredin dapat dilihat dalam
Undang-undang tentang Perbankan Nomor 10 whun 1998 pada pasal 1 angka 11
vang menyatakan “kredit adalah penvedizan wang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan perselujuan atan kesepakatan pinjam
meminjam antara bank dengan pihak lain vang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi wiangnya setelah jangka wakiu tertentu dengan pemberian bunpa'.
Peran dunia perbankan sampal saat ini memang terasa sekali dalam
kehidupan  perckonomian  Indonesia, banvaknya bank-bank swasta nasional
maupun bank swasta asing di Indonesia masih dibutuhkan karena semua bank it
diharapkan  dapat  menunjang  berbagal  kegistan  ckonomi. terutama  dalam
membantu provek vang berskala besar vang saat ini sedang dikembangkan.
Bertambahinya bank-hank baru berikut cobang-cabangnya fentu saja dapat
menimbulkan persainpan vang ketat disekior perbankan. Akibat dari persaingan
vang ketol mi, para banker bersaing dalam meluncurkan produk-produk har
untuk menarik nasabahnya sehanvak mungkin. Demikian pula halnva dengan
nasabah, dengan banyaknva pilihan kredit moka fa akan semakin mudah unnk
memilih dan menilei benk yeng ada untuk mencari pinjaman vang atau kredit
matpun uniek menanamkan vangnya. Salah satn gagasan vang diwarkan buank
kepada masyarakat adalah pemberian kredit oleh bank dengan jaminan hak atas

oji.
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Menurut Undang-undang MNomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dalam
pasal & aval (1) menegaskan bahwa: Dalarn pemberian kredic atau pedmbiayaan
berdusarkan prinsip  syvariah,  bank  umuom wajib  mempunvai keyakinan
herdasarkan analisis atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah
debitur untuk melunasi wtangnyva atay mengembalikan pembiavasn dimaksud
sesual dengan yang diperjanjiokan. Disamping i undang-undang perbankan
memberikan aturan pemberian kredit alel bank umum hanva dibolehkan untuk
hal-hal produksif saja. Arti produkil disini adalah permberian kredil oleh bank jre
ditajukan untuk keperluan produksi yang bersilat luas dan dengan pemberian
kredit yang bersifat produktifs i diharapkan utility vanp dan harang  akan
bertanbal meningkat. Ketentuan ini meripakan upaya preventil untuk TR
kelangsungan kehidupan sebagai salah saty penenjang kepiatan bank ity seodir,

Berbicara masalah  perkreditan maka  tidak terlepas dari permasalahan
Jamingn, karena pada prinsipnya setiap pemberian kredit oleh Bank U hars
ada jeminan yvang berujusn untuk kepastisn pengembalian kredit tersebuot,
Mlenpenai jaminan ini dapat dilihat pada penjelasan pasal & Undang-undang
romor 8 lwhun 1908 © Kredit st pembinyaan berdasarkan prinsip syariah Vang
diberikan oleh bank mengandung risiko, schingga dalam pelaksanaannya bank
narus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayvaan berdasarkan prinsip
svariah yang sehat, Unluk mengurangi risiko tersebur, Jaminan pemberian kredit
atan pembiayvaan  berdasarkan prinsip svariah dalam ot kevakinan  atas

kemampuan dan kesanggupan nasabeh debitur untuk melunasi kewsjibannya
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susupl dengan yang  diperjanjikan merupakan faktor penting  yang  harus
diperhatikan oleh hank.

Mengenai jaminan juga dapat dilihat dalam pasal 1131 Kital Undang-
Undang Hukum Perdata vang menyebutkan: = sepala kebendaan si berhutang,
baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, haik vang sudab ada maupun
vang akan ada dikemudian hari menjadi tanggunpan untuk scpala perikatan
persecrangan”. Demikian pula, mengenai kehendean juga terdapat dulam pasal
1132 KUHPerdata yaine: “kebendaan tersebut menjadi jaminan hersama-sama
bagi semua omng yang mengutangken padanya:pendapatan penjualan benda-
Benda it di bagi-bagl menunit kescimbangan, yaite menennt besar-kecilnya
pitang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang ile ada alasan-
alasan vange sah untuk didahulukan™.

Jadi. disim jelas bahwa bank-bank dalam memberikan kredit bams ada
Jaminan. Pentingnyva jaminan dalam pemberian kredit adalah’

| memberikan hak dan kekoasaan kepada bank untub pelunasan dengan

harang-barang  jaminan apabila nesabah stau debitor melzkokan
wanprestasi, yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada wakiu

vang telah diperjanjikan.

1ad
H

menjamin agar nasabah atau debitur berperan serta alam ransaksi
untuk membinyai usahanya sehingga kemungkinsn untuk merugikan
diri sendinn ataw perusshannya  dapat dicegah atau  sckuranenya

kemungkinan untuk berbuat demikion diperkecil teradinya,

“Thomas syzibnndkk e fvaebvgaam Perbogion, Greamnedia, Jikono, bal B4
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memberi dorongan Kepada debitur untuk pemenuhan perjanjian kredi,
Klususnya menpenai pembayaran kembali sesuai dengan syarut-svarar
vang telab diselujui apar ia rtidak kehilangan kckayasn vang telah
dijaminkan kepada bank.

Adapun bentuk jaminan ini hermacam-macem. ada Jaminan yang berbentok
benda bergerak. Ada jaminan vang berupa benda yang berwujnd dan benda yang
tidak berwujnd, Kekayaan sescorang it wiludaya  beraneka ragam. maka
pemberian jaminan kebendaan jups melipei ancka barang itw.

[dalam prakiek perbankan, suatu realisasi pemberizn kredit senantiass diikwti
dungan jaminan, Jaminan i bertujuan unk menjaminan kembali pembayaran
utang oleh debitur dengan cara mengikat benda milik debitue agar kredit vang
diberikan oleh kreditur tersebut dapat dilunasi wpat pada wakiunya, Adanya
Jaminan bagi pemberian kredit tersehu bertujuan agar keamanan modal dan
kepastian hukum bagi pemberi modal,

kehidupan perbankan saat ini dalam prakicknya lerdapat suatu kredil vang
diberikan kepada debitur tanpa menuntut mdanya sustw jaminen, hal ini dilzkukan
berdasarkan periimbangan bahws kredi yang diminta oleh debitur lehih besar dari
Jaminan yang diberikan. oleh karena it bank mengambil kebijaksanan dengan
memberikan jaminan hak alas gaji debiter, Dalam hal ing diperuntukan bagi
dehitur vang berpenghasilan telap. Pemberian kredit dengan jaminan hak atas gaji
mi elah diperhitungkan mengenal risikonya sckecil apapun, sehingea untuk
pengamanan bank skan memboatl surac Keasa pemotongan gaji schasad dasar

pengoikatan,

N



Adanva hal tersebut Ji atas maka menimbulkan permasalahan dalam
prakicknya. yaitu Apekah hak alas gafi terschul dapat dipakai schagai jaminan
serta bagmimana proses pemberian kredit tersebul dan besaran kredit vang
dibertkan oleh bank serta bagaimana akibat hukumnva jika debitur melakukan
Wanprestasi,

Berdasarkan latar belakang di atas maka ditulislah judul skripsi ini tentang
“Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan SK Pegawai Negeri
Sipil” {Studi pada PT. Bank Megara Indonesia {persera)-thk Cabang Padang)
B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan Tatrbelakang judul veng telah dikemuokaksn diatas.
dapat dilihat beberapa bal vang dapat menjadi rumusan masalah penclitian ini
adalah:

1. Bagaimana proses sera besaran kredit yang diberikan pada prawai negeri
sipril
I. Bagmimana tanggungjowab pihek ke tiga dalam pemberian kredit pada

pepawal negerd sipil

Trdt

Bagaimanakah akibat hukumnya jika debiter melakokan wanprestasi

C. Tujuan Penclitian
Adapun lupuan penelitian ind adalah;

| Untuk mengetahui bagaimana proses serta besaran kredit vang diberikan
bank pada pepawai negeri sipil denaan mengpunakan bak atas paji

schapai jaminan;
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HASIL PENELITIAN
A. Tinjauan Tentang Bank Negara Indonesia (persero) thk.

Sebelum penulis membahas tentang hak atas gaji schapai jaminan kredit di
BNL Cabang - Padang maka twerlebih dahuly disini penulis ingin menguraikan
secara singkat tentang bank vang penulis jadikan schagai tempat  untuk
mengadakan penelitian yaity Bank Megara Indonesia yang merupakan salah saty
hank milik pemcrintah, vang berbentuk persero. Herdirinva PT Bank Megara
Indonesia (Persero)-ibk merupakan bagian vang tidak termisabkan dari kelahiran
Megara Kesztuan Republik Indonesia.

Setelah serangkaian persiapan oleh pusat Bank Indonesia Lerlangsung lebil
dart setengah  tahun, pemerinlah mengangzap  sudah sualnyin  mensahkan
pembentukan Bank Negara Indoncsia seperti vang telab direncanakan semula.
Sekalipen wndang-undang  perbankon belum dapat  dikelearkan,  peraturan
pemerintah pengganti undang-undang sudah dapat memberi landasan hukum bagi
herbagai kegintan perbankan. Oleh karcna it pada tanggal 5 Julj 1946 pemeriniah
mengeluarkan Perateran Pengpanti Undang-undang N0, 2 tahun 1946 lentang
Fembentukan Bank Negara Indonesia. wang boleh dischut schagai Unclang-
undang Bank MNepara Indonesia tahun 1946 sebagaimana vang tercaniume dalam
paesal 23,

Peresmian Bank Megara Indonesia dilaksamakan di ¥ ogyakarla pascla hari

ulang tahun pertama proklamasi kemerdekaan Bepublk Indonesia tanggal 17



Agustus 946, Upacara peresmian dilakukan oleh wakil Presiden Mohammaad
Hatle. Upacara ini berlangsung di bekas gedung De Javasche Bank Diogvakaria.

Jumlah modal Bank Megara Indonesia ketika dibenuk ditetapkan sebesar
Rp. LOLGGOO00- (sepulub juta rupiab). Bank milik pemerintah &1 pertama il
berfungst sehaga bank sentral atau bank sitkulasi dan bank uimum seperti
ditentukan dalam pasal | Peraturan Pemerintah Pengpanti Undang-undang N2
tahun 1946 sehapai berikut:

* Dengan nama Bank Megara Indonesia didirikan schuah Bank kepunvaan
Republik [ndenesia untuk mengatur pengeluaran dan peredaran uana kertas Bank
denyan harga yang tetap menwrut keperluan masyarakal techadap alat penukaran.
untuk memperbaiki peredarzn alat pembayaran lain, untuk memenuhi kebutuhan
kredit masyarakal pada umumnhyva © supaya dapat bekeda untuk kepentingan
umum, segala sesuaty menorat peraturan dalam atae berdasarkan ates Undang.
undang ini”.

Sejok awal bendirinya Bank Negara Indonesia telah diberi tugas sehagai
bank  sirkulasihank  sentral vang memiliki hak  tengeal  untuk mengatur
pengeluaran dan peredaran vang dulam batas-batns wilayah kekuasaan Republik
Indenesia. Hal ini berarti Bank Negara Indonesin mempunvai kedanlatan dalam
hidang perbankan nasional diwilavah hukumnya, Sefain fungsinya sebagai hank
sitkulasi  Bank  Megara  Indonesia juga berfungsi  schagai Bank  Umum,
melanjutkan pekerjaan pusat Bank Indoncsia sehelumnya. Contoh @ BMNI 1elah
membert kredit kepada perusahaan milik pemerintah seperti badan Tekstil Megara,
Badan Industri Negara, Puss Perkebunan MNepara, dan lain-lain,

Pencgasan status Bank Negara Indonesia sebagai Bank Umum secara yuridis
haru ditetapkan Langgal 4 Februari |955, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-

undang Darurat Nomor 2 whon 1955 tentang Bank Negara Indonesia, Pada tahun
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PEMLITUP
A_ Simpulan
Dari hasil pembahasan tentang Pelaksonean pemberian krediit bank

tengan jaminan 5K pegawai negeri sipil (studi pada PT. Bank Negara Indonesia
(persero)ibk Cahang Padang) dapat ditarik kesimpulan schagai beriku:
L. Prosedur permohonan kredit dengan jaminan SK melalui beherapa tahap

wvailu:

a, tahap pesmohonan kredit

b tahap kelengkapan data-data

¢ tahap verifikasi data-data

d. tahap persctujuan kredin

e, tahap penendatanganan perjanjizn

b penverahan jaminan

g tahap pencairanan kredit
Besaran kredit yang diberikan Kepada pegawad neperi maksimum senilai Rp
SOMHLAHMLE G- tign pulub jua rupiah) berdasarkan penghasilan bersih
perbulan pemehon kredit

2. Pihak ketiga sebagai penjamin bertanggung jawab penul unluk mengumpulkan
dlan memotong  angsuran perbulan dard pegawainva yong melakukan
peganjian kredit dengan pilak  bank  terkail dan pihok  keliga  juga
berkewagiban umuk melapor ke hank apabila pegawai neger datau dehiter

dimuasi. PHE, ataupun meninggal dunia. Kredit dengan jaminan hak alas paji
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ini sungal bermaniaat bagi debitur dan risiko bapi pibek bank adalah sangat
keetl sekali demikian juga jika debitor meninggal duniz maka pelunasan dapat
wtap terlaksana dengan vang taspen. wang mnjangan, dan wang duka yang
diberikan oleh pemerintah.

Brebitur vang melakukan wanprestasi akibat hukumnya dapat menimbulkan
batalnya peranjian,  pembavaran ganti rugi, dan peralihon risiko. Pada
prakicknya, terutama pada bank dimana penulis melakukan penelitian, pihak
bank akan selalu melakukan penagihan pads debitur vang melakukan
wanprestasi. penagiban ini dilakukan secara terus menerus dan tanpa batas
wiaktu hingga dehitor melunasi kewajibannya,

Saran-xaran

Dalam proses pemberian kredit olel bank denpan jaminan hak atas #aji hagi
pegawal negerd sipil pada saat dilakukannva penandatanganan perjanjian
antara bank dan debitur hanya dilakokan amare pihak bank dan debitur sija
dengan mengeunakan materaischingsa kekuatan hukum dari prrjaniizn ity
belum sermpumna. oleh karena i apar kekustan hukum dari perjaniae tersebut
dapet dikatakan sempuma,  sebaiknya  dalam  proses penandalanganan
perjaniian dilakukan dihadapan pejabat vang berwenang, yang ditunjuk oleh
pumerintah, yaitu notaris;

Pihak ketiga (bendaharawan gaji pada instansi dimana debitur bekerja) yvang
memepany, peranan yang sangat penting dalam kelancaran proses pemberian
Kredit ini, haruslab mempunyai sifan yang Jujur dan dapat dipercaya, untuk

menghindari sdsnya penyalzheunasn Wewenang;
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